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ABSTRAK

Judul Skripsi : PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM MEMBANTU MENANGANI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2003

Nama / NPM  : Nur Tyastuti /1207350030
Komisi Pelindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dibentuk berdasarkan  Keputusan Presiden Nomor 77 tahun 2003  merupakan lembaga yang bersifat independen dan dibentuk dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. Selain itu tugas KPAI melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan per UU-an yang berkaitan dengan perlindungan anak , mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelahaan dan pemantauan, evaluasi serta pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, memberikan laporan saran, masukan serta pertimbangan kepada Presiden. KPAI juga melindungi hak-hak anak yang tercakup dalam hak perlindungan khusus. Hak perlindungan khusus anak digunakan untuk perlindungan terhadap kondisi anak di luar situasi dan kondisi normal. Hak perlindungan khusus anak dibagi menjadi beberapa bagian seperti yang tercantum di dalam pasal 1 ayat 15, Undang Perlindungan Anak, yaitu antara lain : “Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum. Rumusa masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah : (1) Bagaimana implementasi peran KPAI dalam membantu menangani anak yang berhadapan dengan hukum ? dan (2) Apa yang menjadi kendala KPAI dalam membantu menangani anak yang berhadapan dengan hukum ?. Adapun metode penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang implementasi bantuan KPAI dalam membantu menangani anak yang berhadapan dengan hukum dan  kendala KPAI dalam membantu menangani anak yang berhadapan dengan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akhirnya penulis berkesimpulan bahwa Secara garis besar, KPAI melindungi hak anak yang berhadapan dengan hukum, yang terbagi atas 4 bagian yaitu : hak sipil dan kebebasan, hak kesehatan dan kesejahteraan dasar anak, hak keluarga dan pengasuhan alternatif,  hak pendidikan dan kebudayaan, dan hak perlindungan khusus. KPAI mengusahakan terjadinya integrated criminal justice system, dimana terintegrasinya kepolisian dan aparat penegak hukum dalam mengatasi pelanggaran-pelanggaran kriminal oleh anak atau anak yang berhadapan dengan hukum.
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